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ABSTRACT

The effectiveness of public aspiration absorption through participatory planning and budgeting
process (Musrenbang) carried out di Sumbawa District fiscal year 2010

Muhammading
The Open University
daeng_ading@yahoo.com

Keywords: Aspirations Absorption, Regional Planning and Budgeting, Strategic Planning,
Action Planning,

This study aims to analyze the degree of effectiveness of public aspiration being absorpt on the
planning and budgeting process carried out in Sumbawa Distriet ‘fiscal year 2010, including
determmmg the aifectlng factors for the process to be effectlve The study employed a

purposively from institutions that accommodate the aspirations of the community through the
ptanning forums, such as the Department of Public YWorks, Department of Education,
Department of Health, Department of Fisheries and Marine Resources, Livestock Department,
and the Department of Cooperative of Industry and Trade. The questionnaires are also went to
stakeholders who are directly involved in the planning and budgeting process, consisting of the
executive team that represented by the Lo¢al Government Budget (TAPD) Bappeda element and
then the legislative Finance represented-by'the Budget Agency (Banggar) DPRD.

Analysis used to answer the research purpose is a descriptive mixed of qualitative and
guantitative methods. For the Tirst'objestive guantitative approach is being used while for second
objective a qualitative approach-is ‘being chosen. The research focuses on education-SKPDs
Musrenbang accommodate the aspirations of the people through the Budget Implementation
Document (DPA).

The main source of information is the key informants in each of the agencies involved in the
planning and budgeting\process, both from executive and legislative bodies. Data collection
instrument was a stractured interview and documentation.

The research results shown that overall or partially public aspiration have not been effectively
absorb through Musrenbang in the fiscal year of 2010. The inhibiting factors for such a result
mainly contributed by incompleteness of proposal on each ievel of musrenbang, so that the
agencies found it difficult to translate such a proposal into program/activities. Beside othe factors
that considered to be ‘given’ such as political intervention, playing actors at the local level and
the limitation of district budget.
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ABSTRAK

Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Daerah pada Proses Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010

Muhammading
Universitas Terbuka
daeng_ading@yahoo.com

Kata Kunci : Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Renstra
dan Renja SKPD, APBD.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas penyerapan-aspirasi masyarakat pada
proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.di)Kabupaten Sumbawa, kemudian
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peftyefapan aspirasi masyarakat dalam
APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010. Jenis penelifiari'ini adalah deskriptif dengan
menggunakan metode survey dan penyebaran kuesioner pada responden yang terdiri dari,
instansi-instansi yang mengakomodir aspirasi maSyarakat melalui Musrenbang, seperti Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional,Dinas kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan,
Dinas Peternakan, dan Dinas Koperasi /Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian juga
pemangku kebijakan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,
terdiri dari pihak eksekutif yang represéntasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Dagrah (TAPD)
unsur Bappeda dan Keuangan kenmdian pihak legislatif yang direpresentasikan oleh Badan
Anggaran (Banggar) DPRD.

Metode analisis yang digunakan” untuk menjawab tujuan penelitian adalah metode deskriftif
kualitatif dan kuantitatif. Untuk tujuan pertama menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan
untuk tujuan kedua menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun focus penelitian adalah SKPD-
SKPD yang mengakormodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran\(DPA). Sumber informasi utama adalah informan kunci pada masing-
masing instansi yang tériibat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, baik eksekutif
maupun legislative. Instrument pengumpulan data adalah wawancara terstruktur dan
dokumentasi.

Hasi! penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan maupun secara parsial pada masing-
masing SKPD menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang
belum efektif terakomodir dalam APBD Tahun 2010. Kemudian factor-faktor yang
mempengaruhi adalah usulan masyarakat hasil Musrenbang tidak didasarkan dengan data-data
yang akurat, sehingga sulit untuk diimplementasikan, kemudian kuatnya kepentingan dimana
fakta dominasi peran atau pelaku yang paling menentukan dalam penetapan usulan program dan
kegiatan, adanya usulan langsung yang tidak prosedural , kuatnya intervensi politik DPRD untuk
mendesakkan perubahan program dan kegiatan pada Renja SKPD dengan memasukkan hasil
reses dan aspirasi DPRD dan terakhir adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis
1. Konsep Pembangunan Daerah

Pembangunan diartikan sebagai suatu upaya perubahan yang dilakukan
dengen sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik, dilaksanakan
secara sistematis dan bertahap di semua bidang (Ali, 2007:758). Katz dalam
Abidin (2008:21-22) mengatakan bahwa pembangunan adalah” perubahan yang
bersifat dinamis, berlangsung secara bertahap dari suatu keadaan ke keadaan yang
baru, dan keadaan yang baru lebih disukai dari‘keadaan sebelumnya, serta tidak
hanya terjadi pada sekelompok orang-atau sesuatu wilayah, tetapi berlangsung
dalam seluruh masyarakat.

Rostow dalam Sukirho“{2006:170) menyebutkan bahwa pembangunan
merupakan suatu proses.yang akan menciptakan perombakan dalam kehidupan
ekonomi yang bersifat multidimensi. Sedangkan Coralie Bryant dan Louise White
dalam Ndraha;~(1990:16) menyatakan pembangunan adalah upaya untuk
meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya.

Munir (2002:27) menyatakan

“bahwa pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan guna
mewujudkan kondisi yang lebih baik secara material maupun spiritual. Dalam
hubungan ini, pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk mencapai hasil akhir yang

diinginkan.
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Pembangunan juga diartikan sebagai proses menuju perbaikan taraf
kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis (Todaro dan
Smith, 2004:21). Siagian (1983) menyebut pembangunan sebagai suatu proses
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus melatui berbagai pentahapan. Ini
berarti bahwa pembangunan dilakukan secara berencana, dan perencanaan harus
berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan yang bersifat multidimensional
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan keutuhan negara
(lihat Munir, 2002:27).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan-daerah, banyak aspek yang
perlu diperhatlkan, diantaranya adalah keferlibatan masyarakat di dalam
pembangunan (pembangunan partisipatif). Cahyono (2006:1) menyatakan bahwa

“pembangunan partisipatif addlal, pémbangunan yang memposisikan
masyarakat sebagai subyek atas progranmipembangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan mereka sendiri.”

Pelibatan masyarakat “dimulai dari tahap perencanaan, pe

monitoring hingga \evaluasi. Selain itu pengerahan massa (baca: mobilisasi)
diperlukan jika‘\program berupa padat karya. Selanjutnya Cahyono (2006:2)
mengatakan bahwa:

“prinsip-prinsip pembangunan partisipatif, adalah:
1. Perencanaan program harus berdasarkan fakta
2. Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi
teknis, ekonomi dan sosialnya
3. Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam
masyarakat
4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program
5. Pelibatan sejach mungkin organisasi-organisasi yang ada
6. Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka
panjang
Memberi kemudahan untuk evaluasi
Program harus memperhitungkan kondisi, uvang, waktu, alat dan tenaga
yang tersedia”.

50 =
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Pendekatan pembangunan masyarakat mendasarkan diri pada asumsi bahwa
pembangunan berhulu di tingkat akar rumput (grassroots level). Inisiatif,
kreatifitas, dan tenaga mereka dapat didayagunakan untuk mengembangkan
kehidupan mereka sendiri, dengan menggunakan proses demokratis dan kerja-
kerja sukarela. Hal ini mengimplementasikan bahwa melalui peningkatan
kesadaran, orang-orang di tingkat akar rumput dibangunkan kesadaran akan
potensi yang ada dalam diri mereka. Pada tataran ideal, anggeta masyarakat
mengorganisir  diri  mereka dalam  suatu _ perilaku  demokratis,
untuk: (a) menentukan kebutuhan, permasalahan;.1s0-isu; (b) mengembangkan
rencana dan strategl pemenuhan kebutuhah;”dan” (c¢) mengimplementasikan
rencana yang ada dengan partisipasi sebesar mungkin dari masyarakat untuk

meraup hasil-hasil pembangunan (Ali,/2007.83-84).

2. Konsep Perencanaza dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Conyers dan Hills'(1994) dalam Arsyad (2005) menyebutkan bahwa
perencanaan__merupakan suatu proses berkesinambungan yang mencakup
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan
sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang (lihat
Arsyad, 2005:19). Di dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa
perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhifungkan sumber daya yang
tersedia.

Wildodo (2008:3) menyatakan bahwa perencanaan merupakan upaya

institusi publik untuk membuat arah dan kebijakan pembangunan yang harus
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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dilakukan di suatu daerah berdasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki
daerah tersebut, sedangkan pembangunan sering diartikan sebagai suatu
perubahan dan merupakan sesuatu yang mestinya terjadi dalam masyarakat, baik
masyarakat maju maupun yang sedang berkembang. Selaras dengan pendapat
tersebut, Bastian (2006:6) menyatakan bahwa :

“perencanaan yang baik haruslah melibatkan berbagai pihak termasuk

tersebut. Masyarakat yang dimaksud sesuai dengan penjelasan UU Nomor
25 Tahun 2004 adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan
kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai-penanggung biaya, pelaku,
penerima manfaat maupun penanggung _resiko, “sedangkan partisipasi
masyarakat dimaknai sebagai  keikltsCrtaan masyarakat  untuk
mengakomodasikan kepentingan merekd dalain proses penyusunan rencana
pembangunan.  Keikutsertaan  anasyafakat  dimaksud umumnya
terimplementasikan melalui forurn musyawarah perencanaan pembangunan
yang diselenggarakan mulai “dari ‘tingkat desa hingga ke jenjang
pemerintahan di atasnya”.

Dengan demikian maka perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu
tahapan dalam prose$  pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah
daerah bersama,pemangku kepentingan berdasarkan peran masing-masing, untuk
menghasilkan\rencana-rencana pembangunan untuk satu tahun sesuai kondisi dan
potensi daerah serta diimplemntasikan dalam pelaksanaannya guna mewujudkan
perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh di masa depan.

Pada prinsipnya, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
merupakan dua hal yang saling terkait erat. Penganggaran merupakan suatu proses
menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian
mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan

sasaran yang hendak dicapai, dan selanjutnya masing-masing kegiatan tersebut
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dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari
satuan kerja tertentu dengan standar biaya yang berlaku.

Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan
aktualisasi dari perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan
kewenangan yang dimiliki daerah saat ini, Pemerintah Daerah dapat menyusun
struktur anggaran yang memungkinkan masyarakat dan manajemen Pemerintah
Daerah mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang | telah” dan akan
dilaksanakan.

Mardiasmo (2002) melakukan studi tentang masalah utama yang timbul
dalam proses perencanaan dan persiapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di
Indonesia, yaitu ketergantungan kcuangan terhadap Pemerintah Provinsi dan
Pusat, dan pembatasan keuangan'pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Studi kasus pada enam kabupai€n/ kota dengan periode pengamatan 1991/1992 -
1995/1996 yang meneliti budgetary slack dan pendekatan anggaran serta waktu
pemberian bantuan, ‘menyimpulkan dua hal. Pertama, ketergantungan keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Provinsi dan Pusat
mendorong terjadinya kesemjangan anggaran. Kedua, pendekatan bottom-up
cenderung menjadi sebuah formalitas belaka karena Pemerintah Kabupaten/Kota
dianggap tidak memiliki perencanaan strategik dan perencanaan yang jelas.

Halim (2001:19) mengatakan proses anggaran yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Ini adalah tantangan
untuk mewujudkan bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab akan
“kepentingan rakyat”, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memposisikan dirinya

pada posisl yang tepat. Selain itu, hal tersebut adalah sebuah peluang untuk
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menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD bukan sebagai “penikmat”
dana rakyat, akan tetapi dapat berbagi rasa dengan rakyat dari dana yang tersedia
bagi daerah.

Berkaitan dengan adanya tuntutan terciptanya akuntabilitas publik, maka
DPRD memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan
masa-masa sebelumnya. Fungsi perencanaan anggaran daerah hendaknya sudah
dilakukan oleh para anggota DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat
(needs assessment) hingga penetapan kebijakan umum APBD serta penentuan
strategi dan prioritas APBD.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerdh sangat ditentukan oleh proses
aw/al perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak
semakin baik pula implementasinya'di lapangan. Keterlibatan berbagai lembaga /
instansi dalam proses perencanaan diperlukan kesatwan visi, misi dan tujuan dari
setiap lembaga tersebut.\Dalam menentukan alokasi dana anggaran untuk setiap
kegiatan biasanya ‘digunakan metode incrementalism yang didasarkan atas
perubahan satii“atan lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan

jumlah penduduk.

Stiglitz dalam Hardojo, dkk. (2008:64) menyatakan partisipasi warga
merupakan sine gua non untuk kebijakan yang pro rakyat. Partisipasi warga dalam
perencanaan dan penganggaran menjadi cara untuk memastikan pembangunan
yang berkeadilan terhadap rakyatnya, karena perencanaan dan penganggaran
adalah proses yang menentukan ke arah mana anggaran publik (APBN/APBD)

telah memenuhi aspirasi rakyatnya.
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Dalam penyusunan APBD, kaidah penganggaran sektor publik harus
terpenuhi yait legitimasi hukum, legitimasi finansial, dan legitimasi politik.
Legitimasi hukum menyangkut sejauh mana APBD disusun dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penyusunan APBD terikat
pedoman, prosedur, tahap dan peruntukan sesuai dengan peraturan yang ada.
Legitimasi finansial mensyaratkan penyusunan APBD harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kekuatan anggaran yang dimiliki daerah yang di’dalamnya harus
dipatuhi asas efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Legitimasi politik
mensyaratkan bahwa APBD harus merupakan hasil\aspirasi masyarakat, schingga
tidak sekedar berupa pengesahan oleh wakil rdkyat, tetapi di dalamnya merupakan
pemenuhan kebutuhan masyarakat,~ hasil ~ perencanaan bottom-up yang
sesungguhnya.

Dari sisi legitimasi hukumy, sebelum diterbitkannya Permendagri Nomor 13
Tahun 2006, peraturan/dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang didalamnya juga
mengatur proses pembahasan APBD oleh DPRD. Ketentuan tersebut telah
mengatur fiekanisme pembahasan APBD yang diawali dengan penyusunan Arah
dan Kebijakan Umum Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

3. Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi adalah kata yang sering digunakan dalam pembangunan.
Penafsiran tentang artinyapun beragam. FAO seperti yang dikutif Mikkelsen

(2001:64) menyatakan bahwa :“arti partisipasi dalam pembangunan, adalah:
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1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa
ikut serta dalam pengambilan keputusan

2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang
atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu.

3.Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar
supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.

4, Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakaf dalam perubahan
yang ditentukannya sendiri.

5.Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dir,
kehidupan dan lingkungan mereka”.

Mubyarto dalam Rahayu (2008:6) ‘mendefinisikan partisipasi sebagai
kesediaan membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang
tanpa mengorbankan kepentingan diri‘sendiri. Selanjutnya disebutkan bahwa :

“Partisipasi dibangun/atas dasar beberapa prinsip:
1. Kebersamdarn
Setiap"\_individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat
membatuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan
mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan
partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai
elemen baik struktural maupun horizontal. Parisipasi tumbuh melalui
konsensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling
membutuhkan satu dengan lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam

masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan

pengendalian program pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41318.pdf

2. Tumbuh dari bawah.
Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah (top-down)
atan dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme
kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan
yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh
dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.
Partisipasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bottom-
up, di mana berbag_aj pengalaman yang terjadi dijadikat masukan dalam
pengembangan program.

3. Kepercayaan dan keterbukaan
Kunci sukses partisipasi adalah ~menumbuhkan dan membangun
hubungan atas dasar “saling percaya” dan “keterbukaan”. Pengalaman
menunjukkan bahwa’suatu proses partisipasi berjalan dengan baik, maka
berbagai upaya/ perbaikan akan terjadi dengan cepat. Partisipasi
mendoreng \hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak, baik pejabat

pemefintah, LSM, swasta dan masyarakat”.

Slamet (2003:8) menyatakan, bahwa

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya
masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan
ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.”

Hal senada juga diungkapkan Adisasmita (2006:34), bahwa

“Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat
dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan
(implementasi) program/proyek pembangunan yang dikejakan di dalam
masyarakat lokal.
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Menurut Asngari (2001:29), penggalangan partisipasi dilandasi adanya
pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena di antara orang-
orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang
peran serta semua pihak, diperlukan: (1) terciptanya suasana yang bebas atau
demokratis; dan (2) terbinanya kebersamaan.

Ndraha (1990), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui
organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi masih dibutuhkan wadah untuk
berpartisipasi di tingkat kelompok (Ndraha, 1990:105). Melalui wadah partisipsi
tersebut anggota kelompok akan saling belajdr shelaiui pendekatan “Jearning by
doing” menuju pada tujuan peningkatan-kualitas hidup yang lebih baik (Rahay,
2008:6).

Sebagai salah satu elemien'poxok dalam strategi pembangunan masyarakat,
partisipasi masyarakat menjadi penting selain karena untuk membantu identifikasi
dini terhadap kebutuban masyarakat, juga merupakan cermin pengakuan
(legitimacy) ‘mereka atas proyek maupun aktivitas, menumbuhkan komitmen di
pihak masyarakat dalam implementasi program dan demi penguatan daya tahan
program. (Ali, 2007: 85).

Menurut Rukminto dan Isbandi (2008:110):

“Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan ataupun keterlibatan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian
potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan
alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi
masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi
perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap
perubahan ini akan membuat masyarakat menjad: lebih berdaya dan dapat
semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, bila

masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan
hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku
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perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, L.SM, maupun sektor
swasta) masyarakat cenderung akan menjadi lebih dependen (tergantung)
pada pelaku pembangunan. Bila hal ini terjadi terus menerus, maka
ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin
meningkat”.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan
menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun
sesnai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam
penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan/prioritas (urutan
berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), sehingga pelaksanaan
(implementasi) program pembangunan akan terlaksand pula secara efektif dan
efisien (Adisasmita, 2006:35).

Implementasi hak rakyat dalani APBD bisa dilakukan dalam berbagai
bentuk, melalui adanya keterlibatan rakyat secara partisipatif dalam proses
penganggaran, adanya transparatsi dan akuntabilitas dalam pengelolaan maupun
pertanggungjawaban APED pada rakyat, adanya hak untuk alokasi anggaran yang
pro rakyat miskin,\dah adanya pengawasan APBD oleh rakyat baik secara
perseorangan maupun secara lembaga atau kelompok. (Eka, 2008).

Wilmere dalam Hardojo (2008:161-162), mengatakan bahwa:

“Pengarusutamaan partisipasi dalam proses penganggaran yang terjadi di

melalui parlemen. Dalam jalur ini, proses yang terjadi ditentukan oleh
prosedur formal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Prosedur-prosedur
terscbut akan diakomodasi dalam sistem demokrasi perwakilan, dimana
lembaga eksekutif dan legislatif (refresentasi wakil-wakil politik di parlemen
yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum), akan menentukan hasil akhir
dari proses penganggaran. Warga dan masyarakat sipil belum mempunyai
cukup kapasitas untuk mendorong perluasan partisipasiwarga dalam prosedur
formal tersebut. Jika hambatan partisipasi dalam prosedur formal tersebut
terlalu kuat untuk membangun mekanisme tanding bagi suatu proses

penyusunan penganggaran yang lebih partisipatif”.
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Prinsip dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang
disebut dengan “melibatkan kepentingan rakyat” hanya mungkin dicapai jika
masyarakat sendiri ikut ambil bagian. Keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin
bagi suatu proses yang baik dan benar. Melibatkan masyarakat secara langsung
akan membawa tiga dampak penting (Abe, 2005:91), yaitu: 1) terhindar dari
peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa
yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; 2) memben nilai~.tambah pada
legitimasi rumusan perencanaan.Semakin banyak jumlah\meréka yang terlibat
akan semakin baik, dan 3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik

masyarakat.

4. Penyerapan aspirasi masyarakat.dalain perencanaan dan penganggaran

Masyarakat dalam konteks pembanguan merupakan unsur utama, oleh sebab
itu aspirasi masyarakat -menjadi hal paling dasar yang harus diserap, agar
pembangunan yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan terarah. Ndraha (1990)
menyatakan bahwa dalam perencanaan partisipatif, masyarakat dianggap sebagai
mitra yang turui berperan serta secara aktif baik dalam penyusunan maupun
implementasi rencana. Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam
perencanaan tahunan pembangunan daerah adalah dengan penyampaian aspirasi

melalui forum Musrenbang.

Secara definitif konsep aspirasi mengandung dua pengertian, yaitu aspirasi
di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep
aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Di

tingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41372.pdf

(Amirudin, 2003:3). Menurut Bank Dunia (2005:3) aspirasi adalah kemampuan
untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU
Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa rakyat
berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Pada
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakanp
bahwa dalam perencanaan dan penganggaran harus diawali defigan penyerapan
aspirasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006
pasal 4 yang kemudian telah dirubah dengan Permendagri No, 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan
daerah dikelola secara tertib, tast pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparar; dan bértanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan ‘marfaat untuk masyarakat,

Dari penjelasan térsebut, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang
untuk menydmpaikan aspirasi dan tuntutannya untuk diprogramkan dan
dianggarkari dalam APBD, serta adanya peluang yang luas bagi pemerintah
daerah dan DPRD untuk mendengar, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi
dan kebutuhan masyarakat untuk menjadi program-program yang mampu
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dibutuhkan
pembangunan yang mantap dan berkesinambungan, yang dijamin pelaksanaannya
oleh adanya arah dan kebijakan serta perencanaan program yang komprehensif,

realistis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan berkembangnya
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pelaksanaan demokrasi, diharapkan rakyat dapat berupaya secara optimal untuk
memperbaiki kesejahteraannya melalui berbagai program pembangunan sesuai

dengan kepentingan dan potensinya dan pemerintah bertindak sebagai katalisator.

5. Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan output (keluaran).
Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan
dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Efektivitas “dapat berarti
diselesaikannya suatu kegiatan pada waktunya dan di-dalam batas anggaran yang
tersedia, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti\apa-yang telah direncanakan.

Efektivitas menggambarkan jangkauan\akibat dan dampak dari keluaran
program dalam mencapai tujuan program (yaitu outcome atau hasilnya dalam
mencapai tujuan fungsional dan tujuan akhir. Semakin besar kontribusi keluaran
program atau kegiatan Jerhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang
ditentukan, maka dapal dikatakan semakin efektif suatu program atau kegiatan.
Jadi indikator utama suatu program atau kegiatan dikatakan efektif adalah diukur
dari berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas tidak menyatakan berapa besar pengeluaran (anggaran) yang telah ’
dialokasikan untuk mencapai tujuan. Pengeluaran boleh jadi melebihi apa yang
telah dianggarkan, tetapi sepanjang mampu mencapai tujuan maka bisa dikatakan
sesuatu tersebut telah efektif. Terhadap efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat
hasil Musrenbang maka tingkat efektivitasnya ditentukan berdasarkan besar
kecilnya proporsi usulan/aspirasi yang terserap dalam APBD.

Mengacu pada ketentuan telah dibuat oleh Partnership for Governance

Reform forIndonesia Kerjasama dengan BPK Wilayah III dan Fakultas Ekonomi
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Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, maka berikut transformasi tingkat
efektivitas, mulai dari kondisi tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif
dan sangat efektif sesuai dengan indikator tingkat pencapaian efektivitas
berdasarkan klas interval yang telah ditentukan. (Partnership for Governance
Reform in Indonesia Bekerjasama dengan BPK Wilayah IIl dan FE-UAD
Yogyakarta, 2003).

Dari sisi penganggaran, pengalokasiannya harus sesuai prioritas kebutuhan
dan tepat sasaran terhada_p kepentingan publik, terutama dengan sistem anggaran
berbasis kinerja dalamm APBD yang menggunakan prissip money follow function,
yaitu uang disediakan untuk memenuhi fungsi Kebutuhan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat. Richard M. Steers- (1980:9), menjelaskan beberapa faktor
yang berpengaruh terhadap efektivitas-dimaksud, yaitu karakteristik organisasi
yang mencakup struktur ~dam  teknologi, serta manajemen pengelolaan,
karakteristik lingkunganyang mencakup tingkat keterdugaan lingkungan,
ketepatan persepsi \ata$” keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi
Ketiga faktor—ini” mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap
perubahan “fingkungan, serta karakteristik pekerja yang mencakup perilaku
sumberdaya manusia sebagai sumber daya yang langsung berhubungan dengan

pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Peneclitian mengenai efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat hasil

musrenbang pada proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sumbawa
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belum pemah dilakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya vang terkait

dengan penelitian ini, yaitu :

No Nama Peneliti Judul Metode Hasil Penelitian
1 Supendi (2007) Analisis Pengaruh Studi kepusta- Tingkat kemandirian Dae-
Efektivitas dan Efi- kaan, wawan- rah Kabupaten Tanggamus
siensi dalam Penge- cara dan ob- gm'h “"'a“g rendah dan
lolaan  Anggaran servasi, deng- D0ahkan cenderung turun,
Pendapatan dan an analisis alokasi APBD sebagian
. . besar anggaran masih
Belanja Daerah efektifitas, diprioritaskan untuk _
B priori untuk men.
(APBD) terhadap efisiensi dan uuupi belanja rutin/ Be-
Kinerja Pemerintah regresi lanjat-Administrasi umum
Daerah Kabupaten dah QOperasional Pemeli-
Tanggamus barean,” Uji  variabel
menunjukkan bahwa
vafiabel efisiensi terhadap
Kinerja pemerintah dalam
pengelolaan APBD tidak
signifikan sedangkan pada
variabel efektivitas sudah
menunjukan tingkat
signifikan pada realisasi
peneriaman terhadap target
penerimaan yang dicapai
oleh Pemerintah Daerah
2 Syamsuddin Aspirasi\, Masyara- Observasi, Aspirasi masyarakat ma-
(2007) kat dalam Pérenca- wawancara, sih rendah terserap dalam
ndah Pembangunan dengan kegiatan-kegiatan yang di-
(Pélajaran dari Se- analisis danai  oleh pemerintah
buah Aksi Kolektif deskriptif dasrah Xabupaten Tanja).
di Jambi) ar Provmgn Jambi, yakni
1 hanya berkisar antara 15 —
20 persen
3 Iskandar "~ D. Penguatan Peran Survei dengan Peran masyarakat sipil
(2008) Masyarakat Sipil analisis des- dalam perencanaan pem-
Dalam Mengura-  kriptif, kuali- bangunan daerah Kabupa-
ngi Distorsi Peren-  tatif dan kuan- ‘'en Sumbawa baru berada
canaan Tahunan titatif pada tahap “Penentraman
Pembangunan yang menggam_bz'arkap
di Kabupa- tandg—tanda partisipasi,
Daerah di upa bersifat seremonial, semu
ten Sumbawa dan bukan partisipasi yang
sesungguhnya
4  Muhammad Analisis Penyerap- Wawancara,  Penyerapan aspirasi ma-
Salman (2009) an Aspirasi Ma- dengan anali- Syarakat dalam APBD Ke-
syarakat Dalam sis  kualitatif bupaten Aceh Tamiang
Anggaran Penda- menggunakan 12bun 2008 masih sangat
patan dan Belanja paradigma in- [PORN Tingat penyerap
Daerah (APBD) terpretatif dan aspmigf:;’m hanya
Kabn_:palen Aceh  pendekatan _ sebesar  16,7%, usulan
Tamiang Tahun fenomenologi  SKPD sebesar 59,32% dan
2008 23,94% anggaran untuk

kegiatan lanjutan. Faktor-

. . . faktor mem
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penyerapan aspirasi terse-
but adalah;, (1) Keterse-
diaan anggaran yang ter-
batas, (2) Kepentingan
politik, (3) Kualitas usulan
dan (4) Tingkat kepenting-
an (urgensi).

Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya memiliki
beberapa kesamaan, yaitu mengenai topik, metode yang digunakan yaitu metode
analisis deskriptif. Kemudian beberapa perbedaan penelitian ini dengan
penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada lokasi dan fekus pembahasan,
lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa, dan’fokus pembahasannya
yaitu pada penyerapan aspirasi masyarakat” hasil “musrenbang pada proses

perencanaan tahun 2010.

C. Kerangka Berpikir

USAID dan LGP (2006;1)'menyebutkan bahwa diperlukan perbaikan yang
mendasar dalam pelayanan masyarakat di semua daerah, melalui pola pengelolaan
pemerintahan yang, lebih demokratis, bertanggungjawab, profesional dan
responsif, \serta ~ terdesentralisasi. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam
perencanaan” pembangunan daerah, wujud pelayanan pemerintah daerah yang
diberikan kepada masyarakat adalah adanya respon terhadap aspirasi yang
berkembang.

Anonim (2007:2) menyatakan bahwa proses pelayanan pemerintah dalam
penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui forum multi
stakeholder selama ini bejum dapat menghasilkan produk-produk perencanaan
pembangunan secara efektif, disebabkan oleh beberapa keterbatasan, yaitu belumn
melembaganya perencanaan dan penganggaran partisipatif, belum kuatnya
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komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, masih lemahnya
pengawasan legislatif, masih terbatasnya kapasitas aparatur pemerintzh dan
masyarakat serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi-diskusi perencanaan.
Selanjutnya dinyatakan oleh Iskandar (2008:36) bahwa kelemahan-kelemahan
vang ada di dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat untuk perencanaan
tahunan pembangunan daerah mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat
hanya mencapai anak tangga fokenmism (partisipasi semu),-dimana masih
dominannya peserta musrenbang yang tidak menyuarakan, aspirasinya dalam
setiap proses diskusi perencanaan tetapi oleh pihak pemerintah dipandang sebagai
telah menyampaikan aspirasi, schingga kesimpulan akhir yang dihasilkannya
dipandang telah aspiratif.

Menurut Wahyudi dan Sopana (2004:11) bahwa masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam proses ~penyusunan rencana dan penganggaran sangat
memungkinkan terjadifiya—distorsi dalam perencanaan dan penganggaran,
sehingga menimbulkanketidakefektifan proses dan mekanisme partisipasi. Hal ini
secara umurti-disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah
daerah, mekanisme partisipasi yang hanya bersifat formal dan tingkat kesadaran
masyarakat yang relatif rendah.

APBD merupakan parameter dalam menentukan maju tidaknya suatu daerah
atau progress report yang dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja atau
performance bucz;geting sy;stem yang menguta:ﬂakan upaya pencapaian hasil atau
output daerah, APBD juga harus dapat merubah kehidupan masyarakat ke arah
yang lebih baik, masyarakat harus benar-benar merasakan hasil (outcome) dari

program pembangunan yang dilakukan. Dalam kerangka pemikiran demikian,
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maka visi, misi maupun program pembangunan yang dicanangkan pemerintah
daerah melalui Perda APBD harus berpijak pada realitas kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, penyerapan aspirasi masyarakat secara luas dalam membuat usulan-
usulan pembangunan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga
pembangunan merupakan hasil aspirasi masyarakat, bukan kehendak legislatif dan
eksekutif yang mempunyai otoritas dalam penyusunan anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berdasarkan UU Nomdf25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan"Surat Edaran Bersama
(SEB) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasigonal/Kepala Bappenas dan
‘Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang,
setiap tahun terus melakukan penjaringan aspirasi masvarakat melalui kegiatan
Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Aspirasi masyarakat yang, telah ditampung sebelumnya melalui forum
Musrenbang, tidak sepehulinya menjadi acuan dalam proses penyusunan APBD
mengingat tidak seimbangnya jumlah usulan dengan anggaran yang tersedia.
Selain itu bamyakfaktor lain yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat
dalam APBD, diantaranya adalah usulan eksekutif dan legislatif.

Usulan eksekutif didasarkan pada kebijakan-kebijakan kepala daerah dan
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang merupakan rencana
kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
Kabupaten Sumbawa. Sedangkan usulan legislatif didasarkan pada hasil reses dan
Pansus DPRD.

Berdasarkan kajian teori dan uraian di atas, maka kerangka pemikiran
teoritis dari penelitian ini adalah seperti pada gambar 2.1.
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PARTISIPASI
MASYARAKAT

PENYERAPAN ASPIRASI
MASYARAKAT DLM
PERENCANAAN

MASYARAKAT DLM
APBD

usﬁm&smmum
- Kebijakan Kepala
Daersh

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Efektifitas penyerapan aspirasi masyarakat adalah perbandingan realisasi
aspirasi masyarakat yang tertuang dalam APBD dengan usulan aspirasi
masyarakat hasil Musrenbang yang tertuang dalam rencana kerja
pemerintah daerah (RKPD);

2. Aspirasi masyarakat adalah usulan-usulan masyarakat yang berkembang

dan diakomodir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
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(Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
(Muhammad Salman, Tesis hal 45, Tahun 2009).

3. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda)
merupakan forum multipihak atau forum antarpelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah. Forum tersebut bersifat terbuka
yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas
kebijakan pembangunan masyarakat (UU Nomeor 25 Taliun 2004 Tentang
Sistem Perencgnaan Pembangunan Nasional);

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan,{dengan” memperhitungkan sumber
daya yang tersedia (UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional);

5. Penganggaran adalah- suatu rencana keuangan yang secara sistematis
menunjukan alGkasi- samber daya manusia, material, dan sumber daya
lainnya _(Permeéndagri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2010);
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan penelitian maka metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui
metode kualitatif peneliti menghimpun data dar responden/informan dengan
instrumen wawancara terstruktur serta dokumen-dokumen historis-atau sumber-
sumber sekunder lainnya. Sekaran (2006:158) menjelaskan’ studi deskriptif
dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik
vaniabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma
interpretatif. Paradigma interpretatii lebih menekankan pada makna atau
interpretasi seseorang terhadap ~sebuah simbol. Tujuan penelitian dalam
paradigma inl adalah meiaknal (to interpret atau fo understand, bukan to explain
dan to predicr) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma positivisme.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi
bertujuan miemahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta
pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi. Para fenomenolog percaya bahwa
pada makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan
pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moeloeng, 2004:18).

Subyek penelitian ini adalah informan yang dijadikan sumber data.
Penetapan subyek penelitian bersifat purposive sampling (sampel bertujuan), di
mana informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan penguasaannya
dengan masalah, fokus dan tujuan penelitian. Apabila tidak ditemukan variasi data
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dari sejumlah informan, maka pengumpulan data dihentikan. Jadi jumlah

informan bisa lebth banyak atau sedikit dari yang telah ditentukan.

Obyek analisis pada penelitian ini adalah realitas organisasi pemerintahan
daerah sebagai sebuah komunitas, yang di dalamnya terjadi interaksi antara
individu dan struktur.

B. Informan Kunci

Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur yang
terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam proses penyusunan APBD.
Jumlah informan adalah sebanyak 11 orang, dengan perin¢ian:

1. SKPD (unit perencana), yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum (1 orang),
Dinas Pendidikan Nasional (1 orang), Dinas Keschatan (1 orang), Dinas
Pertanian Tanaman Pangan (1) 0rang), Dinas Kelautan dan Perikanan (1
orang), dan Dinas Peternakan (1 orang) serta Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan (1 érang)-

2. Tim Anggaran Pemcrintah Daerah (TAPD), yang terdiri dari Bappeda (1
orang) daw-Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (1 orang).

3. Badan Agsiggaran DPRD (2 orang).

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpuikan data dalam penelitian ini
adalah kuesioner terbuka, Kuesioner terbuka dengan metode wawancara
terstruktur dimaksudkan untuk penggallan informasi tentang fokus penelitian, dan
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya

penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010.
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D. Prosedur Pengumpulan Data
1. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui hasil wawancara terstruktur
dengan respondern/ informan. Data sekunder berupa arsip dan dokumen, seperti
peraturan perundang-undangan, hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
Kabupaten, RKPD dan buku APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010. Data
sekunder diperoleh dari instansi-instansi pemerintah, seperti; Bappeda, DPPK,

dan SKPD terkait.

2. Cara pengumpulan data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan
pengkajian dokumen. Secara rinci/ pengumpulan data dalam penelitian ini
diperolek dengan menggunakan cara sebagai berikut:
a. Pengkajian Dokumen
Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini
berupa\hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, RKPD dan
buku APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010. Seluruh data dikumpulkan dan
ditafsir oleh penelity, tetapi dalam penelitian ini, peneliti didukung instrumen
sekunder, yaitu catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan fokus penelitian. Pengkajian dokumen bertujuan untuk menjawab
tujuan penelitian yang pertama, yaitu untuk mengetahui efektivitas
penyerapan aspirasi masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran

di Kabupaten Sumbawa tahun 2010.
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b. Wawancara
Wawancara dengan responden sebagai nara sumber data dan informasi
dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian dan
digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedua, yaitu untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penyerapan aspirasi
masyarakat dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2010. Dengan kata lain,
wawancara dilakukan antara lain untuk mengkonstruksikari ' mengenai orang,
kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan,” kepedulian dan
lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-keébulatan tersebut sebagai
suatu harapan untuk dialami pada masa¢yang:akan datang; memverifikasi,
mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti
sebagai pengecekan data (Moeloeng, 2004). Dalam wawancara ini peneliti
mewawancarai informan-mengenai hal yang berkaitan dengan Musrenbang,
APBD dan partisipasi. masyarakat dengan mengemukakan pertanyaan-
pertanyaan terstruktir jika dilakukan secara formal, dan tidak terstruktur jika

dilakukan-segara tidak formal.
E. Metode Analisis Data

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, selanjutnya
dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Menurut Moeloeng
(2004:28), bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh

data. Data dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis
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secara kontinyu setelah dibuat catatan lapangan untuk menemukan faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD di
Kabupaten Sumbawa Tahun 2010.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu
fakta/data dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan
sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data dikumpulkan
melalui wawancara dan dokumen, maka dilakukan pengélempokan data,
selanjutnya dilakukan analisis penguraian dan penarikan, kesimpulan tentang
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyeraparn\aspirasi masyarakat dalam
APBD di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010.

Menurut Moeleong (2004:30), analisis data juga dimaksudkan untuk
menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih
kecil dari data penelitian. Data yang baru dapat terdiri dari catatan lapangan yang
diperoleh melalui wawancara” dan studi dokumen. Kemudian data tersebut
dianalisis agar diketahui’maknanya dengan cara menyusun data, menghubungkan
data, mereduksi-data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi selama dan
sesudah pengumpulan data. Analisis ini berlangsung secara sirkuler dan dilakukan
sepanjang pepelitian. Karena itu sejak awal penelitian, peneliti sudah mulai
mencari pola-pola tingkah-laku aktor, penjelasan-penjelasan, konfirmasi yang
mungkin terjadi, alur kausal, dan mencatat keteraturan.

Untuk menganalisis efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat pada proses
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa
tahun 2010, dilakukan dengan pendekatan yang teleh dibuat oleh Parmmership for
Governance Reform forindonesia Kerjasama dengan BPK Wilayah III dan
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Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, maka berikut

transformasi tingkat efektivitas, seperti tertera pada Tabel 3.1,

Tabel 3.1.
Pemeringkatan Makna Efektivitas

Pencapaian Efektivitas (%) Makna
80— 100 Sangat Efektif

70-79 Efektif
60 - 69 Cukup Efektif
50-59 Kurang Efektif
<50 Tidak Efektif

Sumber : Partnership for Gavernance Reform in Indonesia Bekerjasama dengan
BPK Wilayah Il dan FE-UAD Yogyakarta (2003)

Pencapaian efektivitas, merupakan angka yang menunjukkan anggaran yang
terserap dalam APBD dibandingkan dengan arggaran yang diusulkan melalui
proses perencanaan dan penganggaran padadforany musrenbang, sehingga semakin
tinggi aspirasi yang terserap semakin tinggi pencapaian efektivitas penyerapan
aspirasi masyarakat. Sedangkan \~untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi  efektivitas ~penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD
Kabupaten Sumbawa tahun-2010, dilakukan dengan mengabstraksi hasil temuan
dalam wawancara,| jawaban responden, yang didiskripsikan sesuai dengan
landasan teoritis.dan-kajian-kajlan pustaka.
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BABYV
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Bab 1 serta hasil analisis
pada Bab 1V penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat
hasil Musrenbang masih tidak efektif terakomodir dalam penetapan dan
penyusunan APBD Tahun 2010. Secara keseluruhan, usulan aspirasi masyarakat
yang disampaikan melalui forum Musrenbang rata-rata hanya terserap sebesar
8,15% dalam APBD Tahun 2010.
Adapun faktor-faktor dominan yang mefmpengatnuhi efektivitas penyerapan
aspirasi masyarakat hasil Musrenbang dalam APBD Tahun 2010 yaitu :
1. Data usulan masyarakat hasjl. Musrenbang yang tidak akurat
2. Adanya usulan lanpsurig’ masyarakat yang tidak sesuai dengan
prosedur dan fmekanisme pelaksanaan Musrenbang
3. Kuatnya kepé¢ntingan yang mempengaruhi usulan masyarakat pada
saat-palaksanaan kegiatan Musrenbang dan kepentingan SKPD pada
sagt penyusunan RKA dan DPA
4. Kuatnya intervensi politik yang mengalahkan hasil Musrenbang
5. Keterbatasan anggaran untuk membiayai urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
B. Saran dap Rekomendasi
Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi
praktis untuk lebih meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat hasil

Musrenbang dalam Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) :
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1. Salah satu faktor penting yang menyebabkan tidak efektifnya penyerapan
aspirasi masyarakat hasil Musrenbang adalah karena dalam penyusunan
program kerja masih belum mengacu pada bobot prioritas dan urgensi
sebagaimana sejatinya hajat dari perencanaan. Sehingga kedepan perlu ada
pembenahan dalam mekanisme penentuan program yang terserap dalam
dokumen Renja dan DPA SKPD dengan betul-betul mengacu pada bobot
prioritas, sehingga hasil Musrenbang bias bersaing s€cara bebas dan
sejajar dengan berbagai pendekatan lain dalam mekamisme perencaaan
daerah.

2. Musrenbang sebagai forum Muiti Stakeholder dalam pelaksanaannya
harus betul-betul memperhatikan keterlibatan seluruh unsur, tidak
terkecuali kelompok miskin dan-perempuan, Hal tersebut untuk memberi
garansi bahwa hasil~ Musrénbang betul-betul menjadi forum yang
mengakomodasi kepentingan berbagai unsur dalam masyarakat.

3. Untuk mengeliminir distorsi aspirasi masyarakat hasil Musrenbang, maka
reses anggota DPRD harus bersamaan dengan jadwal Musrenbang atau
penvaimpaian hasil reses disampatkan lebih awal sebelum penyusunan
RAPBD ditingkat eksekutife, sehingga hasil reses dan aspirasi DPRD juga
merupakan bagian yang tidak terpisah dari hasil Musrenbang.

4. Guna meningkat bobot dan kualitas hasil Musrenbang maka perlu ada
pelatihan kbusus kepada perangkat-perangkat desa untuk menyusun
perencanaan strategis tingkat desa. Kemudian dan rencana strategis desa
itulah kemudian bisa dijabarkan lagi dalam usulan-usulan teknis setiap

tahun melalui forum Musrenbang.
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5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan berbagai sumber, sesuai
potensinya dengan tetap melakukan upaya-upaya intensivikasi maupun

ekstensivikasi
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REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD} yang Menampung Hasil

Musrenbang

1

Sesuai rencana kerja SKPD yang Bapak pimpin, berapa besarnya anggaran
belanja langsung yang diusulkan untuk membiayai program/kegiatan di

tahun 2010
" Responden l.a Rp. 60.744.464.827
Responden 1.b Rp. 13.531.472.828

Responden 1.c

Rp. 5.333.050.705

Responden 1.d

Rp. 7.017.493.860

Responden 1.e

Rp. 4.885.495.00Q

Responden 1.f

Rp. 2.047.529.999

Responden 1.g

Rp. 66.218.504.080

Berapa besar realisasi anggaran belanja langsung untuk instansi Bapak/Ibu
pada APBD Tahun 2010?

Responden 1.a

Rp. 17.467.908.317

Respondentl b

Rp. 11.143.998.146

Responden l.c

Rp. 3.581.482.285

Respondén 1.d

Rp. 2.498.036.808

Responden 1.e

Rp. 3.804.709.170

Responden 1.f

Rp. 1.461.022.661

Responden 1.g

Rp. 36.086.357.090

Dari jumlah tersebut

di atas, seberapa besar yang digunakan untuk

pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat

Responden 1.a

Rp. 12.771.837.613

. Responden 1.b Rp. 9.120.522.338
Responden 1.c Rp. 3.114.057.100
Responden 1.d Rp. 1.182.358.860
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Responden 1.e Rp. 3.059.680.070
Responden 1.f Rp. 826.219.552
Responden 1.g Rp. 35.013.041.845

4. | Apakah program/kegiatan pada APBD 2010 yang diusulkan melalui instansi

Bapak sesuai dengan usulan masyarakat melalui Musrenbang?

Responden 1.a C. Sesuai sebagian,
Alasan : ada prioritas dinas dan hasil reses DPRD

yang harus diakomodir

Responden 1.b Sesuai

Responden 1.c C. Sesuai sebagian

Alasan : karena ada usuian anggota DPRD dan
usulan masyarakat yang dianggap lebih penting dan
mendesak untuK ditangani

Responden 1.d Sesuai sebagai

Alasani™: “Karena usulan masyarakat melalui
Miisrenbang banyak tidak sesuai dengan prioritas
dinas” dan usulan tersebut lebih banyak
mencerminkan keinginan daripada kebutuhan

Responden 1.e Sesuai sebagian

Alasana : karena sectelah diinventarisir dan
dilakukan kajian, ada aspirasi masyarakat dan hasil
reses DPRD yang lebih penting dan mendesak untuk

dilaksanakan
Responden 1.f Sesuai
Responden 1.g Sesuai sebagian

Karena : keterbatasan anggaran

5. Apakah ada usulan masyarakat yang secara langsung masuk ke instansi

Bapak tanpa melalui Musrenbang?

Responden 1.a Ada
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' Kelanjutan : dilakukan penyesuaian dengan prioritas
dinas dan

Responden 1.b Ada

Kelanjutan : semuanya sama dengan hasil
Musrenbang. Tetapi tetap dilakukan kajian untuk
menyeleksi  usulan-usulan  melalui  analisis
kesesuaian, tingkat kebutuhan dan urgensinya.
Responden 1.c Ada

Kelanjutan : usulan langsung lebity-baik lengkap
disertai proposal, data-data perivijang yang menjadi
dasar usulan hinga detai, rencana anggaran biaya
(RAB)

Responden 1.d Ada

Kelanjutan : dilakukan survey untuk memastikan
usulan yang masuk menjadi kebutuhan atan tidak
Responden 1.e Ada

Kelanjutan : dilakukan kajian dan inventarisasi

ufituk menilai mendesak atau tidaknya usulan untuk
dikerjakan

Responden hf Ada

Kelanjutan : disurvey untuk mengetahui tingkat

urgensi dan manfaat usulan bagi masyarakat serta
kelayakan teknis dan anggaran pelaksanaannya

Responden l.g Ada
Kelanjutan : disesvaikan dengan ketersediaan

anggaran

6. |Jika ada usulan masyarakat selain hasil Musrenbang, apakah instansi

Bapak melakukan survey terhadap usulan tersebut?

Responden 1.a Ada

Alasan : karena tidak semua usulan mencerminkan
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kebutuhan riil masyarakat, juga dikaji kelayakan
teknis dan masing-masing usulan

Responden 1.b Ada

Alasan : untuk dilakukan penyesuvaian dengan
priontas dinas, tingkat kebutuhan dan urensinya
serta besar kecilnya kelompok penerima manfaat
Responden 1.c Ada

Alasan : untuk mengetahui kesuaian lokasi dan
tingkat kebutuhan dan kemendesakan usulan bagi
masyarakat

Responden 1.d Ada

Alasan : untuk memastikan usulan yang masuk

tersebut menjadi/ kebutuhan, kemudian dapat
dipertanggungjawabkan serta singkron dengan
Renstra dan Renja SKPD

Responden 1.e Add

Alasan” : untuk mengetahui tingkat kemendesakan

dan urgensi dari masing-masing usulan

Responden 1.f Ada

Alasan : untuk mengetahui tingkat urgensi dan
manfaat usulan bagi masyarakat serta kelayakan

teknis dan anggaran pelaksanaannya

Responden 1.g Ada
Alasan : untuk diseleksi berdasarkan bobot prioritas

7. |Jika di persentasekan, berapa persen masing-masing usulan

program/kegiatan yang masuk dalam APBD Tahun 2010

Responden 1.a a. Usulan masyarakat melalui Musrenbang :
10%

b. Usulan masyarakat di luar Musrenbang : .5%

c. Usulan berdasarkan Renstra instansi Bapak:
85%
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Responden 1.b

. Usulan masyarakat di luar Musrenbang : -

. Usulan berdasarkan Renstra instansi Bapak:

Usulan masyarakat melalui Musrenbang :
30%

%

70%

Responden l.c

. Usulan masyarakat di luar Musrenbang :

. Usulan berdasarkan Renstra instansi Bapak:

Usulan masyarakat melalui Musrenbang :
30%

50%

20%

Responden 1.d

. Usulan masyardkat'di luar Musrenbang : .5%
. Usulan¢berdasarkan Renstra instansi Bapak:

Usulan masyarakai\ melaini Musrenbang : ‘
45%

50%

Responden l.e

. _Usdian masyarakat melalui Musrenbang :

.% Usulan masyarakat di luar Musrenbang : .5%
. Usulan berdasarkan Renstra instansi Bapak:

35%

60%

Responden 1.f

. Usulan masyarakat melalui Musrenbang :
. Usulan masyarakat di luar Musrenbang :

. Usulan berdasarkan Renstra instansi Bapak:

40%

15%

45%

Responden 1.g

. Usulan masyarakat melalui Musrenbang :
. Usulan masyarakat di luar Musrenbang :

. Usulan berdasarkan Renstra instansi Bapak:

30%

A5%

25%

Menurut Bapak bagaimana kualitas usulan masyarakat, baik yang langsung

disampaikan ke instansi Bapak/ITbu maupun melalui Musrenbang?

Responden 1.a Baik

Responden 1.b Baik
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| Responden 1.c Baik
Responden 1.d Kurang baik
Alasan : karena lebih mencerminkan keinginan
daripada kebutuhan
Responden 1.e Baik
Responden 1.f Baik
Responden 1.g Baik
'9. | Jika harus memilih antara usulan masyarakat melalui Musrenbang dan
aspirasi anggota DPRD, manakah usulan yang menjadi prioritas masuk ke
APBD?
| Responden l.a Usulan masyarakat melalui Musrenabang
Responden 1.b Usulan masyarakat mélaju: Musrenbang
Karean diserta‘dengan long list dan short list usulan
program dan kegiatan masyarakat
Responden 1.c Usulan masyarakat melalui Musrenbang
Alasan  karena lebih mencerminkan aspirasi
fnasyarakat di tingkat bawah
Responden 1.d Usulan masyarakat melalui Musrenbang
Alasan : murni muncul dari masyarakat bawah yang
disampaikan secara apa adanya berdasarkan apa
yang masyarakat alami dan rasakan
Responden 1.e Sama baiknya, sehingga bobot proporsinya sama,
sehingga idealnya harus teralokasi secara
proporsional dan merata
Responden 1. Usulan masyarakat melalui Musrenbang
Alasana : sebagian besar usulan langsung
masyarakat maupun melalui DPRD sebenarnya juga
merupakan usulan yang muncul melalu
Musrenbang
Responden 1.g Usulan masyarakat melalni Musrenbang
Alasan : keterbatasan anggaran menyebabkan tidak
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semua usulan masyarakat hasil Musrenbang bisa
diakomodir dalam APBD

10. | Di instansi Bapak, siapakah yang paling menentukan usulan
(program/kegiatan) yang akan masuk ke APBD?

Responden 1.a Kepala bidang dan kepala seksi

Alasana : karena kepala bidang dan kepala seksi
adalah pejabat yang secara teknis menguasai
pelaksanaan program dan kegiatan di‘bidangnya
Responden 1.b Kepala SKPD

Alasan : setelah dikomudikasi dengan kepala-kepala
bidang dan sub, bidang, kepala SKPD yang
menentukan kebijakar final penyusunan APBD

Responden 1.c Kepala SKPD dan Kepala-kepala bidang serta
sekretatis.dinas
Aldsana ' <

Responden 1.d Kepala SKPD dan kepala-kepala bidang
Alasan :

Responden 1.e Kepala SKPD

Alasan : karena kepala SKPD adalah yang memiliki
kewenangan dan kuasa pengguna anggaran sehingga
bertanggung jawab terhadap keberhasilan program
Responnden 1.f Kepala SKPD

Alasan : kepala-kepala bidang dan sub bidang hanya
mengusulkan, kemudian setelah direkap akan
ditentukan oleh Kepala SKPD

Responden 1.g Kepala-kepala bidang

Alasan : karena Kabid yang paling menentukan

teknis dan skala prioritas dari setiap program dan
kegiatan.

11. | Sebagai seorang yang terlibat dalam penyusunan APBD, apakah Bapak
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telah menguasai dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang

merupakan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan
prosedur dan mekanisme penyusunan APBD?

Responden 1.a | Menguasai

Responden 1.b Menguasai

Responden 1.c Menguasai

Responden 1.d Menguasai

Responden 1.e Menguasai

Responden 1.d Menguasai

Responden 1.e Menguasai

12. | Apa yang menjadi hambatan usulan masyarakgt tidak tertampung dalam

APBD?

Responnden 1.a Harus terakomodimya aspirasi DPRD dan tidak
sempua \Osidan masyarakat melalui Musrenbang
mencerpninkan kebutuhan riil dari masyarakat

Responden 1.b usulan-usula tersebut diselekst melalui analisis
kesesuaian, tingkat kebutuhan dan urgensinya bagi
masyarakat

Responden-Iic Keterbatasan anggaran dan harus terakomodimya
hasil reses DPRD dan beberapa usulan langsung
masyarakat yang dianggap lebih penting dan urgent
untuk dilaksanakan |

Responden 1.d Tidak didukung oleh data yang akurat dan karena
keterbatasan anggaran

Responden 1.e Mengakomodir pendekatan-pendekatan lain dalam
perencanaan, diantaranya aspirasi yang disampaikan
DPRD dan usulan langsung masyarakat, karena
bobotnya sama dengan usulan masyarakat melalui
Musrenbang

Responden 1.f Semua usulan masyarakat melalui Musrenbang telah
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diakomodir dalam APBD meskipun usulan-usulan
lain seperti aspirasi dewan dan usulan langsung juga
diakomodir

Responden 1.g Keterbatasan anggaran

13. | Apakah jadwal pelaksanaan Reses DPRD yang tidak bersamaan dengan
jadwal Musrenbang dapat merubah rencana kerja SKPD Bapak?

Responden 1.a Ya

Alasan : karena hasil reses DPRD harus diakomodir
dan otomatis merubah Renja vang telah disusun
sebelumnya

Responden 1.b Tidak

Alasan : karena hasil’ téses DPRD sama dengan

usulan masyarakat melalui Musrenbang

Responden 1.c Tidak |
Alasan % bisd diakomodir bersama-sama

Responden 1.d Ya
Alasan :; karena hasil reses harus terakomodir dalam
RKA

Responden 1.e Ya

Alasan : karena desan hasil reses harus masuk dalam

APBD maka otomatis merubah rencana kerja yang

telah disusun
Responden |.f Ya
Alasan : hasil reses yang muncul setelah

penyusunan Renja SKPD kemudian mendesakkan

perubahan Renja yang sudah ditetapkan

Responden 1.g Ya
Alasan : harus masuk hasil reses DPRD kemudian
mengganggu prioritas yang sudah ditetapkan dalam

Renja
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14,

Menurut Bapak kapan seharusmya usulan DPRD disampaikan kepada

eksekutif untuk dimasukkan dalam APBD, dan bagaimana implementasinya

selama ini

Responden 1.a

Bersamaan dengan jadwal Musrenbang

Responden 1.b

Bersamaan dengan jadwal Musrenbang

Responden 1.¢

Bersamaan dengan jadwal Musrenbang

Responden 1.d

Bersamaan dengan jadwal Musrenbang

Responden 1.e

Bersamaan dengan jadwal Musrenbang

Responden 1.f

Bersamaan dengan jadwal Musrenbdng

Responden 1.g

Bersamaan dengan jadwal Musrenbang

15. | Apakah usulan DPRD berdampak terhoday “wsulan masyarakat melalui
Musrenbang
Responden 1.a Ya
Responden 1.b Ya
Responden 1.c Ya
Responden 1.d Ya
Responden 1.¢ Ya
Responden 1:f Ya
Responden-Iug Ya

16.

Menurut Bapakfaktor apa saja yang mempengaruhi besar keciinya usulan

masyarakat hasil Musrenbang terserap dalam APBD?

Responden 1.a

Keterbatasan anggaran dan hasil reses DPRD serta
kualitas usulan masyarakat melalui Musrenbang

Responden 1.b Keterbatasan anggaran
Responden 1.c Keterbatasan anggaran
Responden 1.d Kualitas usulan  masyarakat yang lebih

mencerminkan keinginan daripada kebutuhan

Responden l.e

Keterbatan anggaran dan hasil reses DPRD
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Responden 1.f Keterbatasan anggaran

Responden 1.g Keterbatasan anggaran

17. | Selama ini masyarakat beranggapan bahwa APBD tidak memihak pada
masyarakat, karena seringkali APBD tidak sesuai dengan usulan
masyarakal. Bagaimana tanggapan Bapak?

Responden 1.a APBD sudah memihak kepada masyarakat
Responden 1.b APBD sudah memihak kepada masyarakat
Responden lc APBD sudah memihak kepadamasyarakat
Responden 1.d APBD sudah memihak kepada masyarakat
Responden 1. APBD sudah memihak Képada masyarakat
Responden 1.f APBD sudah memihak kepada masyarakat
Responden 1.g APBD sudah memihak kepada masyarakat

2. Tim Anggaran Peniérintah Daerah

1 | Apakah Bapak/Ibujelah menguasai dan menjalankan peraturan perundang-
undangan yang merupakan pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan
prosedur. dan mekanisme penyusunan APBD?

Responden 2.a Menguasai

Responde 2.b Menguasai

2 | Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, pendekatan mana yang menurut Bapak/lbu sebagai pendekatan

perencanaan pembangunan yang lebih baik?

|
Responden 2.a Buttom Up

Alasan : karena masyarakatlah yang paling mengetahui
dan memahami kondisi riel dan kebutuhan di wilayah
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masing-masing

Responden 2.b Semua memiliki bobot yang sama, tidak ada yang lebih
istimewa dibandingkan yang lainnya karena semua

pendekatan tersebut sama-sama baik

3 | Apakah program/kegiatan yang diusulkan oleh SKPD sudah sesuai dengan usulan
masyarakat melalui Musrenbang?

Responden 2.a Hasil Musrenbang dengan melibat keselarasan usulan
terebut dengan kebijakan dan program dan kegiatan

prioritas nasional, provinsi dan kabupaten

Responden 2.b Tergantung dani bobot kepentingan dan kebutuhan
program dan kegiatdn/“yang dikaitkan dengan

kemampuan keuangan daerah

4 | Memwowt Bapak/Ibu bagaimana kualitds “program/kegiatan yang diusulkan
masyarakat?

Responden 2.2 masih‘kurang baik, karena banyak ditemui program dan
keégiatann”~ yang diusulkan masyarakat melalui
Musrenbang sebenarnya kegiatan yang tidak terlalu
penting dan mendesak, bahkan banyak usulan yang
mestinya bisa ditangani langsung oleh masyarakat
secara gotong-royong. Kemudian persoaian lain lain
adalah tidak adanya dukungan data yang akurat sebagai
pendukung usulan tersebut

Responden 2.b sudah baik, meski daiam penentuan pilihan program dan
kegiatan yang masuk dalam APBD tetap mengacu pada
skala prioritas yang disesuaikan dengan kondisi
kenangan daerah

| |
5 | Menurut Bapak/Ibu, mana usulan yang menjadi prioritas masuk ke APBD?

Responden 2.a Prioritas utama adalah usulan masyarakat hasil
Musrenbang
Responden 2.b tidak ada prioritas dari masing-masing sumber program

dan kegiatan yang menjadi input program dan kegiatan
dalam APBD

6 | Jika dipersentasekan, berapa persen sebailmya masing-masing usulan program/
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kegiatam ditampung dalam APBD? 1

Responden 2.2 40% usulan masyarakat melalui Musrenbang, 10%

usulan masyarakat di lvar Musrenbang, 25% Usulan

SKPD, 15% janji bupati dan 10% hasil reses DPRD

Responden 2.b proporsi ideal masing-masing usulan tidak ditentukan
dari mana usulan tersebut muncul melainkan tergantung

kebutuhan dan kepentingan masyarakat

7 | Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu selama ini, siapakah yangpaling menentukan
usulan (programvkegiatan) yang akan masuk ke APBD?

Rsponden 2.a Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Responden 2.b Badan Anggaran DPRD

8 | Menurut Bapak/lTbu faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya usulan
masyarakat hasil Musrenbang terserap.dalam APBD?

Responden 2.a | Kesesuaian_dan keselaran usulan dengan prioritas
kebijakan program dan kegiatan nasional, propinsi dan
kabupaten

Respondnen 2.b Keétersediaan anggaran dari pemerintah daerah

9 | Selama ini masyaokat beranggapan bahwa APBD tidak memihak pada
masyarakag,\karena seringkali APBD tidok sesuai dengan usulan masyarakai.
Bagaimanarianggapan Bapak/Ibu?

l

Responden 2.a APBD sudah memihak pada kepentingan dan kebutuhan
masyarakat
Responden 2.b Sudah

3. Badan Anggaran DPRD (Responden 3.a)

1 Pertanyaan

Apakah Bapak/Ibu telah menguasai dan menjalankan peraturan perundang-
undangan yang merupakan pedoman dan petunjuk
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Jawaban

Menguasai teknis yang berhubungan dengan prosedur dan mekanisme penyusunan
APBD?

2 | Pertanyaan
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, mana yang memuout Bapak/Ibu sebagai pendekatan perencanaan

pembangunan yang lebih baik?

Jawaban

Pendekatan Buttom Up

Prinsip tersebut telah sejak lama diimplementasikan Banggar dalam setiap
penyusunan program dan kegiatan beserta anggaran, japalagi sejak APBD
menerapkan konsep anggaran berbasis kinerja

3 Pertanyaan

Apakah program/kegiatan yang diusulkan oleh TAPD sudah sesuai dengan
usulan masyarakat melalui Musrénbang?

Jawaban

Sesuai

4 Pertanyaan

Menurut  Bapak/Ibu/ bagaimana kualitas program/kegiatan yang diusulkan
masyarakat?

Jawaban
Baik

Hanya ada kegiatan-kegiatan lain yang menjadi prioritas pada masing-masing
SKPD dan wajib diakomodir dalam APBD 2010 sehingga mengurangi efektivitas
usulan masyarakat melalui Musrenbang untuk diakomodir dalam APBD 2010

5 Pertanyaan
Apakah DPRD melakukan survey ulang terhadap usulan SKPD?
Jawzban

Ya

6 | Pertanyaan
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Usulan apa saja yang dilakukan swrvey ulang dan mengapa?

Jawaban

Usnlan fisik yang mudah diamati

7 | Pertanyaan
Menurut Bapak/Ibu mana yang menjadi prioritas masuk ke APBD?
Jawaban

Tentunya dari hasil survey itulan didapatkan kenyataan bahwa I€bili sering usulan
masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang tidak sesuai antara program dan
kegiatan yang diusulkan dengan kondisi riil yang -yarg sebenarnya dihadapi

masyarakat

8 | Pertanyaan

Jika dipersentasekan, berapa persen ~sebaikmya masing-masing usulan
program/kegiatan ditampung dalam APBD?

Jawaban

Tidak ada persentase ) ideal, karena tergantung bobot prioritas dan urgensi
pelaksanaan dani Setiap usulan yang disampaikan masyarakat

9 | Pertanyaan
Apakahmasyarakat pernah dilibatkan secara langsung dalam penyusuncan APBD?
Jawaban

Masyarakat selalu dilibatkan dalam penyusunan APBD, misalaya di forum
Musrenbang, mulai dari Musrenbang Desa, Kecamantan hingga Kabupaten

10 | Pertanyaan

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu selama ini, siapakah yang paling menentukan
usulan (program/kegiatan} yang akan masuk ke APBD?

Jawaban

- TAPD

- Bupati

- Banggar DPRD
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Keterangan

Itulah tanda adanya kemitraan antara eksekutif dan legislatif

11 | Pertanyaan

Menurwut Bapak/Ibu faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya usulan
masyarakat terserap dalam APBD?

Jawaban

Kualitas usulan masyarakat, apakah lebib mencerminkan kebhinhan ataukah

hauya sekedar kebutuhan semata

12 | Pertanyaan

Selama ini masyarakat beranggapan bahwa/APBD tidak memihak pada
masyarakat, karena seringkali APBD tidak “sesuGi dengan usulan masyarakat.
Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?

Jawaban

APBD sudah memihak kepada\ masyarakat, hanya saja tidak semua usulan
masyarakat bisa diakomodir, ‘karena ada prioritas SKPD yang juga harus
dilaksanakan, dan ith sefnuajuga untuk kepentingan masyarakat.
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KUISTIONER

Petunjuk wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai
pendapat informan yang berkaitan dengan judul penelitian tesis “Efektifitas
Aspirasi Masyarakat pada Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten
Sumbawa Tahun 2010”.

IDENTITAS INFORMAN

=

Nama

Umntur

Jenis Kelamin

Status Perkawinan
Pendidikan Terakhir
Pangkat (Gol/Ruang)
Jabatan

Instansi

Keterlibatan dalam Perencanaan dan
Penganggaran Daerah

= Sebagai
- Sejak (Tahun)

R A Bl bl

A. Untuk Satian Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1. Sesuai rencana kerja SKPD yang Bapak Pimpin, berapa besarnya anggaran

belanja langsung yang diusulkan untuk membiayal program/kegiatan di

tahun 2010

Jawab :

a. Program
................................................................................... )

b. Kegiatan
................................................................................... )
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c. Anggaran
................................................................................. )
2. Sesuai Perda APBD Tahun 2010, berapa besar anggaran belanja langsung
untuk instansi Bapak ?
a. Program
OO PSP )
b. Kegiatan
(et e e e e e e et )
¢.  Anggaran
P RTSTRPRTRTIT W, 1)~ }

3. Dari Jumlah tersebut di atas, seberapa besar yang digunakan untuk
pembangunan langsung menyentuh magyarakat ?

Jawab :

4. Apakah progfam / Kegiatan pada APBD 2010 yang diusulkan melalui
instansi\Bapak Sesuai dengan usulan masyarakat melalut Musrenbang ?
Jawab :

a Sesuai
b. Tidak Sesuai

¢. Sesuai sebagian

Alasan ( Jika jawaban b atau ¢) :

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------
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5. Apakah ada usulan masyarakat yang secara langsung masuk ke instansi
Bapak tanpa melalui Musrenbang ?
Jawab :
a. Ada

b. Tidak Ada

Jika jawaban a bagaimana kelanjutannya :

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

......................................................

6. Jika ada usulan masyarakat selain hasil Musrenbang, apakah instansi
Bapak melakukan survey terhadap usulan tersebut ?
Jawab :
a. Ya

b. Tidak

Alasan :

........................................................................................................................
........................................................................................................................

------------------------------------------------

7. Jika di persentasekan, berapa persen masing-masing usulan program /
kegiatan yang masuk dalam APBD tahun 201¢ ?
Jawab :

a. Usulan masyarakat melalui Musrenbang : ............. %
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b. Usulan masyarakat di luar Mustetibang : .............. %o
¢. Usulan berdasarkan Renstra Instansi Bapak : .............. %

8. Menuwrut Bapak bagaimana kualitas usulan masyarakat, baik yang
langsung disampaikan ke instansi Bapak maupun melalui Musrenbaiig ?
Jawab :

a. Baik

b. Kurang Baik

Alasan (Jika jawaban b) :

------------------------------------------------------------------------------------------

dkpubravaney derenserRTIIRRRIRNSIRRRERRERRRRRRL AN AEG e et bbb sbsbbabbphbantinddobrdtonrrrrresy

--------------------------------------- ésvasssnnsnrens

9. Jika harus memilibh dntara usulan masyarakat melalui Musrenbatig dan
aspirasi anggéta’DPRD, manakah usulan yang menjadi prioritas masuk ke
APBD?

Jawab :
a. Usulan masyarakat melalui Musrenbang

b. Aspirasi anggota DPRD

Aldsan :

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------
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10.Di instansi Bapak, siapakah yang paling menentukan usulan
{program/kegiatan) yang akan masuk ke APBD ?
Jawab :
a. Kepala SKPD
b. Masing-masing Kepala Bidang

¢. Lainnya

........................................................................................................................
........................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................

11. Sebagai seorang yang terlibat dalam penyusunan APBD, apakah Bapak
Telah menguasai dan_fnenjalankan peraturan Perundang-Undangan yang
merupakan pedomin “dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan
prosedur dan miekanisme penyusunan APBD ?

Jawah :
a. \Merniguasai
b. Tidak Menguasai
¢. Menguasai Sedikit
12. Apa yang menjadi hambatan usulan masyarakat tidak tertampung dalam

APBD ?

..........................................................................................
..........................................................................................

............................................................
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13. Apakah jadwal pelaksanaan Reses DPRD yang tidak bersamaan dengan
jadwal Musrenbang dapat merubah rencana kerja SKPD Bapak ?

Jawab :

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

14. Menurut Bapak kapan seharusiiya isulan DPRD disampaikan kepada

eksekutif untuk dimasukkan dalam APBD ?

................................................

Dan bagaimana implementasinya selama ini

.........................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................

15. Apakah usulan DPRD berdampak terhadap usulan masyarakat melalui

Musrenbang ?

..........................................................................................

............................
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16. Menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya usulan
Masyarakat hasil Musrenbang terserap dalam APBD ?

Jawab :

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

.......................................................................................

17. Selama ini Masyarakat beranggapan bahwa APBD tidak/memihak pada
masyarakat, karena seringkali APBD tidak “sesvar” dengan usulan
masyarakat. Bagaimana tanggapan Bapak ?

Jawab ;

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

......................................................

Catatan Tambahan,:

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

........................................................................................................................
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